PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 24/18/PBI/2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 21/14/PBI/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR

Menimbang

Mengingat

DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan
serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional,
pemerintah telah menerbitkan kebijakan mengenai
pemasukan devisa hasil ekspor yang diperoleh dari
kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau
pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan
Indonesia;

bahwa devisa hasil ekspor khususnya dari komoditas
sumber daya alam dapat menjadi sumber dana yang
berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional
dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya
menjaga kestabilan nilai tukar rupiah serta mendukung
terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat;

bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019
tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran
Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 22/21/PBI/2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019
tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran
Impor, perlu disesuaikan untuk mendukung implementasi
kebijakan moneter Bank Indonesia dalam memperkuat
kestabilan nilai tukar rupiah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019
tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran
Impor;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019
tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran
Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6425) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/21/PBI/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa
Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6606);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
21/14/PBI/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa
Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6425) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/21/PBI/2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa
Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19
(1) Eksportir SDA dapat menempatkan dana dari Reksus
DHE SDA ke dalam instrumen berupa:
a. deposito DHE SDA sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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b. term deposit operasi pasar terbuka konvensional
dalam valuta asing di Bank Indonesia; dan/atau
c. instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Dana dari Reksus DHE SDA yang ditempatkan ke
dalam instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf c tidak menjadi komponen dana
pihak ketiga yang digunakan dalam perhitungan:
a. giro wajib minimum dalam valuta asing;
b. rasio intermediasi makroprudensial; dan
c. rasio intermediasi makroprudensial syariah.
Penempatan pada term deposit operasi pasar terbuka
konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dilakukan oleh Eksportir SDA melalui bank yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank
Indonesia.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 28
Bank wajib memastikan dana yang akan ditempatkan
ke dalam instrumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 berasal dari DHE SDA.
Bank harus memberikan penanda khusus (flag)
untuk setiap instrumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19.

Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 64
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis.
Bank yang melakukan pengaksepan Perintah
Transfer Dana dari Eksportir SDA, Pemilik Barang,
dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas untuk
transaksi Transfer Dana Keluar tanpa dilengkapi
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai
pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan
nasabah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif kepada Bank terkait DHE SDA
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.



Pasal II
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 30 November
2022.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022
GUBERNUR BANK INDONESIA,
TTD
PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 31/BI



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 24/18/PBI/2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/14/PBI/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR
DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

UMUM

Dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan dukungan penguatan
peraturan terkait DHE khususnya dari komoditas sumber daya alam.
Penguatan peraturan DHE khususnya dari komoditas sumber daya alam
sejalan dengan program pemerintah dalam menjaga kesinambungan
pembangunan serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional yang
menjadi tujuan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,
dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Ketidakpastian di pasar keuangan global di tengah ketatnya likuiditas
memberikan tekanan terhadap kestabilan nilai tukar rupiah. Oleh karena
itu, dibutuhkan mekanisme agar DHE dapat ditempatkan dalam pasar
keuangan domestik secara berkesinambungan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, diperlukan penyempurnaan
atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa
Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/21/PBI/2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang
Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro wajib minimum dalam
valuta asing” adalah giro wajib minimum dalam
valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan
Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib
minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank
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umum konvensional, bank umum syariah, dan unit
usaha syariah.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “rasio intermediasi
makroprudensial” adalah rasio intermediasi
makroprudensial sebagaimana diatur dalam
ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai
rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga
likuiditas makroprudensial bagi bank umum
konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha

syariah.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “rasio intermediasi
makroprudensial syariah” adalah rasio
intermediasi makroprudensial syariah

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan
Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi
makroprudensial dan penyangga likuiditas
makroprudensial bagi bank umum konvensional,
bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “persyaratan yang ditetapkan
Bank Indonesia” antara lain persyaratan yang dimuat
dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai
operasi moneter.

Angka 2
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 /BI



